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Bagi BUJK atau usaha orang perseorangan yang melakukan
pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan Pasal
19 ayat (1) akan dikenakan sanksi denda paling banyak Rp.
5.000.000,00 (lima juta rupiah).

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Izin usaha yang diberikan sebelum diundangkannya
Peraturan Daerah ini dinyatakarn tetap berlaku sampai
dengan tanggal berakhirnya izin tersebut.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ni dengan

peneémpatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal

BUPATI REMBANG

ABDUL HAFIDZ
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PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR .... TAHUN ..........

TENTANG
PERIZINAN USAHA JASA KONSTRUKSI

I. UMUM

Jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi,
sosial, dan budaya yang mempunyai peranan penting di daerah dalam
pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya tujuan
pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,

Selain  berperan mendukung berbagai bidang pembangunan, Jasa
Konstruksi berperan pula untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya
berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan
Jasa Konstruksi dan secara luas mendukung perekonomian daerah.
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus didukung dengan tertib
administrasi dalam bentuk perizinan.

Penyelenggaraan Perizinan Jasa Konstruksi dilaksanakan berdasarkan
pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, kesetaraan, keserasian,
keseimbangan, profesionalitas, kemandirian, keterbukaan, kemiteraan,
keamanan dan keselamatan, kebebasan, pembangunan berkelanjutan,
serta berwawasan lingkungan.

Adapun terkait maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini merupakan
sebagai upaya memberikan Perizinan Jasa Konstruksi untuk mewujudkan
tertib administrasi jasa konstruksi.

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2

Yang dimaksud dengan "asas kejujuran dan keadilan" adalah bahwa
kesadaran akan fungsinya dalam penyelenggaraan tertib Jasa

Konstruksi serta bertanggung jawab memenuhj berbagai kewajiban guna
memperoleh haknya.

Yang dimaksud dengan "asas manfaat’ adalah bahwa segala kegiatan
Jasa Konstruksi harus dilaksanakan berlandaskan pada prinsip
profesionalitas dalam kemampuan dan tanggung jawab, efisiensi dan
efektivitas yang dapat menjamin terwujudnya nilai tambah yang optimal

bagi para pihak dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan bagi
kepentingan nasional.

Yang dimaksud dengan “asas keserasian” adalah bahwa harmam: dala.

PR B
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Yang dimaksud dengan ‘"asas kemandirian' adalah ' bahwa
penyelenggaraan Jasa Konstruksi dilakukan dengan mengoptimalkan
sumber daya nasional di bidang Jasa Konstruksi.

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan” adalah bahwa ketersediaan
informasi dapat diakses oleh para pihak sehingga terwujudnya
transparansi  dalam  penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang
memungkinkan para pihak dapat melaksanakan kewajibannya secara
optimal, memperoleh kepastian akan haknya, dan melakukan koreksi
sehingga dpat dihindari adanya kekurangan dan penyimpangan.

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah bahwa hubungan kerja
para pihak yang bersifat timbal balik, harmonis, terbuka, dan sinergis.

Yang dimaksud dengan “asas keamanan dan keselamatan” adalah
bahwa terpenuhinya tertib penyerenggaraan Jasa Konstruksi, keamanan
lingkungan dan keselamatan kerja, serta pemanfaatan hasil Jasa
Konstruksi dengan tetap memperhatikan kepentingan umum.

Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Huruf a
Cukup Jelas
Hurufb

Cukup Jelas
Hurufc

Pekerjaan Konstruksi terintegrasi merupakan gabungan antara
Pekerjaan Konstruksi dan jasa Konsultansij Konstruksi.

Pasal 6
Ayat (1)
Hurufa

Usaha jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat umum harys
memenuhi Kriteria yang mampu memberikan jasa konsultansi
secara utuh yang menghasilkan  dokumen pengkajian,
peréncanaan, perancangan, dan pengawasan.

Huruf b

dari proses  konsultansi yang menghasilkan dokumen
pengk'ajlan, berencanaan, perancangan, peéngawasan, dan/atau
manajemen penyelenggaraan konstruksi. ;

Ayat (2)
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Ayat (4)

Cukup Jelas
Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 7
Ayat (1)
Huruf a

Usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat umum harus
memenuhi kriteria yang mampu mengerjakan bangunan
konstruksi atau bentuk fisik lain, mulai dari penyiapan
lahan sampai dengan penyerahan akhir atau berfungsinya
bangunan.

Huruf b

Usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat spesialis harus
memenuhi kriteria yang mampu mengerjakan bagian
tertentu dari bangunan konstruksi atau bentuXk fisik lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a

Pekerjaan Konstruksi rancang bangun menunjukkan
integrasi penyediaan jasa antara pekerjaan Konstruksi
dengan Konsultansi Konstruksi yang mencakup seluruh
aspek penyelenggaraan Jasa Konstruksi, tetapi tidak
mencakup proses pengadaan.

Huruf b
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Pasal 9

Yang dimaksud dengan”usaha orang perseorangan” adalah usaha

yang dilakukan langsung oleh orang tersebut tanpa mr embentuk
badan usaha.

Pasal 10
Ayat (1)
Kualifikasi usaha menentukan batasan kemampuan suatu usaha

Jasa Konstruksi dalam melaksanakan Jasa Konstruksi pada saat
yang bersamaan.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

Klasifikasi dan kualifikasi merupakan kegiatan registrasi untuk
penetapan usaha di bidang konstruksi.

Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 12

Cukup jelas.
Pasal 13

Cukup jelas.
Pasal 14

Cukup jelas
Pasal 15

Ayat (1)

Setiap BUJK harus memiliki

penanggungjawab teknik in
beroperasi sesuai den
lingkungan.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

N PR T T

penanggungjawab teknik, keahlian
i diharapkan dapat menjamin BUJK
gan prosedur sehingga tidak membahayakan
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BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
TANCGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI REMBANG,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan
kualitas lingkungan hidup, perusahaan memiliki peran yang

strategis dalam memberikan kontribusi terhadap pembangunan

dan penyelengaraan pemerintahan daerah;

b. bahwa untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan,
diperlukan adanya hubungan yang sinergis, selaras dan serasi
antara Pemerintah Daerah, Perusahaan dan peran serta

masyarakat;

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf perlu menetapkan Peraturan Daerah

tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Mengingat . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Dasralr ICmlnammtmos J ol e 1o 4



Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan
Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4297)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4675);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4756);

Undang-Undang Nomor 1] Tahun 2009 Tentang
Kesejahteraan Sosial Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4967);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14414,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5059);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234);
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan
Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik

IMcdarnaecia NAarm e SOC)Y.



Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang
Tanggung jawab Sosial Perusahaan den  Lingkungan
Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor S305);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahaa Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887);

13. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-
08/MBU/2013 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan
Menteri Negara Nomor PER-05/MBU/2007 Tentang Program
Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil

Dan Program Bina Lingkungan

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
dan

BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWARB SOSIAL



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.

Daerah adalah Kabupaten Rembang,

2. Pemerintah Daerah acdalah kepala Daerah sebagai unsur

penyelenggara  Pemerintahan Daerah  yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Rembang.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selan utnya disingkat
TSP adalah tanggung jawab sosial yang melekat pada setiap
perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi
dan seimbang sesuai dengan nilai, norma, budaya masyarakat

setempat dan lingkungan.

Perusahaan adalah organisasi usaha berbadan hukum bajk
yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan
maupun perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan
menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang
dan/atau jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan.
Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah
badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan
berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan ~usaha dengan
modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan
memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang
ini serta peraturan pelaksanaannya.

Perusahaan yang bukan merupakan badan hukum adalah
Perseroan Firma (Fa) yang juga disebut Vennootschap Onde
Firma (VOF), Commanditaire Vennootschap (CV) dan badan
usaha dengan sebutan lain yang didirikan berdasarkan

1
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13.

14.

15.
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berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Badan usaha milik negara yang selanjutnya disingkat BUMN
adalah badan wusaha yang seluruh atau sebagian besar
modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara
langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD
adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya
dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang berasal dari kekayaan

daerah yang dipisahkan.

. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya

disebut musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan
dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
Penerima penyelenggara tanggung jawab jawab  sosial
perusahaan adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau
masyarakat.

Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun
penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun
badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat
baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pemangku kepentingan adalah semua pihak baik dalam
lingkungan perusahaan maupun diluar lingkungan perusahaan,
yang mempunyai kepentingan baik langsung ataupun tidak
langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan
keberadaan, kegiatan dan perilaku  perusahaan yang
bersangkutan.

Cabang Perusahaan adalah perusahaan mi'ik perusahaan
induk, baik sebagai kantor cabang, kantor perwakilan maupun
anak perusahaan yang membuka kantor di wilayah Kabupaten
Rembang.

Pembiayaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah Dana
vang digunakan oleh perusahaan untuk pelaksanaan tanggung

jawab sosial nerusahasn vamo diomeaeaclreee Ao 35 te 4
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Forum TSP adalah Organisasi yang dibentuk beberapa

perusahaan yang melaksanakan program TSP, dengan maupun
tanpa melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah

komunikasi, konsultasi dan evaluas;i penyelenggaraan TSP.

BAB I]
ASAS DAN PRINSIP
Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Asas pelaksanaan TSP di daerah meliputi:

a.

o

a o

om0

kepastian hukum;
partisipatif dan aspiratif;
kepentingan umum;
keterbukaan;
keberlanjutan;
kemandirian;
kebersamaan; dan

berwawasan lingkungan.

Jagian Kedua

Prinsip

Pasal 3
Prinsip-prinsip pelaksanaan TSP di daerah meliputi:
a. kesadaran umum;
b. kepedulian;
c. keterpaduan;
d. kepatuhan hukum dan etika bisnis;

. kemandirian:

¢]



(2)

h
1.

J.

. kemitraan;
mutualistik dan non-diskriminasi; dan

koordinatif.

Prinsip-prinsip pelaksanaan TSP di daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada:

p. 0o T W

™SO0

SEL

—e

. manajemen yang sehat;
. professional;
transparan;
. akuntabilitas;
kreatif dan inovatif;
terukur,
program perbaikan dan berkelanjutan;
. keadilan yang bijak; dan

kebijakan yang adil.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan TSP dalam peraturan daerah ini

meliputi;

a.

o

o o

-

peran pemerintah daerah;

hak dan kewajiban perusahaan;

pelaksana dan program TSP;

forum TSP;

prosedur penyelenggaraan TSP,

perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi
pelaporan;

penerima TSP;

. peran serta masyarakat,

pembiayaan,;

dan



MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Maksud

Fasal 5
Pengaturan TSP dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai
upaya untuk memberikan :
a. kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program
TSP di daerah.
b.arahan dan kebijakan kepada perusahaan dJdan pemangku
kepentingan di daerah atas pelaksanaan program TSP agar sesuai

dengan perencanaan pembangunan daerah.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 6

Pengaturan TSP dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk -

a. mewujudkan batasan dan ketentuan yang jelas mengenai
tanggungjawab sosial perusahaan termasuk  lingkungan
perusahaan beserta pihak-pihak yang menjadi pelakunya;

b. mewujudkan pelaksanaan TSP sesuai dengan peraturan
perundang-undangan;

C. memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi
perusahaan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial
perusahaan secara terpadu dan berdaya guna;

d. memberikan kepastian hukum bagi perusahaan sehingga
kegiatan tanggung jawab sosial tidak berdampak negative
terhadap operasional perusahaan;

€. meminimalisasi dampak negatif keberadaan perusahaan dan

mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan;

b . . o,
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g mewujudkan kesejahteraan masyarakat disekita - lokasi kegiatan
perusahaan beroperasi;

h. menciptakan daya saing perusahaan dalam menjalankan
tanggung jawab sosial;

i. menciptakan kualitas lingkungan hidup, pendidikan dan
kesehatan masyarakat;

J.  mensinergiskan program TSP dengan perencanaan

pembangunan di daerah.

BAB V
PERAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 7 |

Dalam pelaksanaan TSP d; daerah, pemerintah daerah berperan -

a. memberikan pemahaman kepada perusahaan agar peduli pada
sosial dan lingkungan di daerah;

b. menyampaikan informasi dan data guna menyelaraskan program
TSP dengan pFrogram pemerintah daerah;

€. merumuskan sinergisitas antara pemerintah daerah, perusahaan
dan masyarakat dalam upaya percepatan penanggulangan
kemiskinan di daerah;

d. memfasilitasi terbentuknya Forum TSP dalam pelaksanaan
tanggung jawab sosial perusahaan;

€. menyampaikan program skala prioritas pembangunan daerah
dan usulan rekapan musrembang desa atau kecamatan yang
belum terlaksana sebagai bahan dalam perencanaan program
tanggung jawab sosial perusahaan kepada “Forum Tanggung
Jawab Sosial Perusahaan”;

f. memberikan penghargaan kepada perusahaan yang telah
melaksanakar. TSP dengan baik dan sesuzj ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

g' melakUkan netrtrhiriasarn lrmeem o1 o
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HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN

Bagian Kesatu

Hak Perusahaan

Pasal 8

Dalam pelaksanaan TSP di daerah, perusahaan berhak:

a. menyusun program TSP yang akan dilaksanakan sebagai bagian
dari kebijakan perusahaan yang berkesinambungan dan
dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah melalui Forum TSP;

b. menentukan wilayah yang akan menerima manfaat program
pelaksanaan TSP setelah berkoordinasi dengan Pemerintah
Daerah melalui Forum TSP;

C. mendapatkan penghargaan dari pemerintah daerah bagi
perusahaan yang telah melaksanakan TS2? berdasarkan
kontribusi perusahaan dalam pelaksanaan TSP; dan

d. berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan TSP di daerah.

Bagian Kedua
Kewajiban Perusahaan

Pasal 9

Dalam pelaksanaan TSP di daerah perusahaan berkewajiban:

a. merencanakan, menyusun dan melaksanakan kegiatan TSP
sesuai dengan prinsip tanggung jawab sosial dunia usaha
dengan mendasarkan pada dokumen pembangunan daerah dan
peraturan perundang-undangan;

b. menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem
kemitraan dan kerjasama dengan pihak-pihak lain dalam
penyelenggaraan TSP di daerah;

c. melaksanakan Kkajian, monitoring, dan evaluasi terhadap

PR PR P - TNCNTY I
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telah dilaksanakan untuk disampaikan kepada Pemerintah
Daerah melalui Forum TSP;

e. melakukan koordinasi dan pelaporan terhadap rencana dan
pelaksanaan TSP kepada Forum TSP secara periodik; dan

f. menerima dan mempertimbangkan usulan dan masukan dari

masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

BAB VII
PELAKSANA DAN PROGRAM TSP
Bagian kesatuy

Pelaksana

Pasal 10
(1) Pelaksana TSP merupakan perusahaan yang menjalankan
usahanya di daerah.
(2) Pelaksana TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a. perusahaan yang berstatus badan hukum yaitu perseroan
terbatas;

b. perusahaan yang berstatus bukan badan hukum yaitu firma
dan persekutuan komanditer; dan

C. perusahaan perorangan.

(3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan
dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TSP.

(4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan
baik di dalam maupun di luar lingkungan perusaaan.

(S) Status perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi Kantor Pusat, Kantor Cabang atau unit pelaksana.

(6) Perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa BUMN dan/atau

BPIIAMITY Aave Dasirmem e mom o OV g e



(7)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)
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Ketentuan mengenai pelaksanaan TSP sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ayat (2). ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6)
dilaksanakan sesuai dengan Kketentuan peraturan perundang-
undangan.

Bagian Kedua

Program TSP

Pasal 11
Program pelaksanaan TSP di daerah meliputi:
a. bina lingkungan dan sosial;
b. kemitraan usaha mikro dan kecil ;
¢. program langsung pada masyarakat.
Program TSP di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
direncanakan  dan dilaksanakan  untuk meningkatkan
kesejahteraan sosial, mempercepat pertumbuhan ekonomi
masyarakat, memperkokoh keberlangsungan berusaha para
pelaku dunia usaha, membanty penanggulangan kemiskinan
dan memelihara fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan di
daerah.

Pasal 12
Program bina lingkungan dan sosial sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a merupakan program yang
bertujuan mempertahankan fungsi lingkungan hidup dan
pengelolaannya serta memberi bantuan langsung kepada
masyarakat yang berada dalam wilayah sasaran perusahaan.
Program bina lingkungan dan sosial sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi :
a. bina lingkungan fisik;
b. bina lingkungan sosial; dan
¢. bina lingkungan usaha mikro dan kecil

Program kemitraam 11eaha  ceilomm 1. I,



13

dan membina kemandirian berusaha masyarakat di wilayah

sasaran perusahaan.

(4) Program kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat

(1) buruf b meliputi kegiatan:

a.
b.

penelitian dan pengkajian kebutuhan;

penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat;

¢. pelatihan dan pendampingan berwirausaha;

e

f.

g.

pelatihan fungsi manajemen dan tata kelola keuangan;

. pelatihan pengembangan usaha seperti peringkatan mutu

produk dan desain, kemasan, peémasaran, jejaring kerjasama
dan peningkatan klasifikasi Perusahaan;
peningkatan kemampuan manajemen dan produktivitas; dan

penumbuhan inovasi dan kreativitas,

(5) Program langsung pada masyarakat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 ayat (1) huruf ¢ dapat berupa:

a.

b.

hibah;

dapat diberikan oleh Perusahaan kepada masyarakat yang
membutuhkan yang besarnya sesuaj dengan kemampuan
perusahaan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

penghargaan;

dapat diberikan kepada warga masyarakat yang berprestasi
dalam pembangunan, berupa pemberian kesempatan kerja
bagi para atlet Nasional/Daerah yang sudah purna bakti dan
bagi penyandang cacat yang mempunyai kemampuan khusus;
beasiswa;

diberikan kepada siswa berprestasi yang tidak mampu;
subsidi

berupa penyediaan pembiayaan untuk program dan/atau
kegiatan pengembangan ekonomi rakyat, pembangunan
fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala mikro dan

leeril:
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kepada panti sosial/jompo, para korban bencana dan para
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); dan

f. pelayanan sosial;
berupa layanan pendidikan, kesehatan, olah raga dan

santunan pekerja sosial.

BAB VIII
FORUM TSP

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 13
(1) Untuk memadukan, mensinkronisasikan dan
mengharmonisasikan program TSP di daerah perlu dibentuk
Forum TSP di daerah.
(2) Pembentukan Forum TSP di daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat '1) difasilitasi oleh bupati
(3) Keanggotuan “orum TSP di daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri dari unsur :
a. perusahaan,
b. masyarakat,
C. perguruan tinggi ;dan
d. pemerintah daerah.
(4) Forum TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk di
tingkat Daerah.
(5) Pembentukan Forum TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Tugas dan Wewenang
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bertugas:

a.

melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan dalam
rangka menyusun rencana penyelenggaraan TSP oleh
perusahaan setiap tahunnya;

memberikan rekomendasi kepada perusahaan mengenai
program  kegiatan yang layak diprioritaskan  untuk

pelaksanaan TSP mengacu pada program Pemerintah Daerah:

c. melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan TSP; serta

. menjadi mediator atas sengketa yang timbul antar pemangku

kepentingar akibat pelaksanaan TSP,

(2) Dalam pelaksanaan TSP di daerah, Forum TSP berwenang :

a.
b.

mengatur sistem koordinasi pelaksanaan TSP;

menentukan kebijakan mengenai tata cara yang terkait
pelaksanaan TSP;

menentukan prioritas program sebagai acuan pelaksanaan
TSP,

melakukan pengawasan pelaksanaan TSP; dan

menentukan standar operasional prosedur penyelesaian

sengketa pelaksanaan TSP,

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi, bidang kerja

dan tata kerja Forum TSP di daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 13 diatur dalam Peraturan Bupati

Bagian Ketiga

Pendanaan

Pasal 16

Dalam melaksanakan TSP, pendanaan operasional kegiatan Forum
TSP di daerah berciirmber darr
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C. sumber pendanaan lainnya yang sah.

BAB IX
PROSEDUR PELAKSANAAN PROGRAM TSP

Pasal 17
(1) Program TSP di daerah dilakukan sesual prosedur yang
ditentukan oleh Forum TSP.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan bupati.

BAB X
PERENCANAAN, PELAKSANAAN, MONITORING, EVALUASI DAN
PELAPORAN

Pasal 18

(1) Dalam melaksanakan TSP, Forum TSP melakukan perencanaan,

pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program

kegiatan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan, pelaksanaan,

monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
PENERIMA TSP
Pasal 19
(1) Penerima TSP meliputi masyarakat di wilayah sasaran.
(2) Penerima TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

perseorangan, keluarga. kelompolk dan /atatl rmacunralea s
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PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 20

(1) Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam
pelaksanaan TSP di daerah.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat berupa:

a.
b.
C.
d.

pengawasan;
pemberian saran, pendapat dan usul;
keberatan, pengaduan; dan

penyampaian informasi dan/atay laporan.

(3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilakukan untuk:

a.

meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan
kemitraan;

menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan
masyarakat;

menyampaikan usulan, saran, masukan dalam proses
penyusunan TSP;

menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk melakukan

pengawasan; dan

- mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal.

BAB XIII
PEMBIAYAAN
Pasal 21

(1) Pembiayaan pelaksanaan TSP berasal darl sebagian keuntungan

bersih setelah pajak atau berasal dari anggaran lain yang telah

di tentukan oleh perusahaan.

(2) Setiap perusahaan yang menjalankan kegiatan dan/atau usaha

yang membidangi eksploitasi atas sumber daya alam wajib

menerapkan TSP dengan biaya yang dianggarkan dan di

mmarhitrrrm ol rmen el m el LY

-
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(3) Ketentuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilaksanakan sesuaji dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X1V
PENGHARGAAN
Pasal 22
(1) Bupati memberikan penghargaan kepada Perusahaan yang
Secara terus menerus telah melaksanakan TSP dengan hasil baik
dan sesuai dengan program yang telah ditetapkan.
(2} Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a. penghargaan tertulis (plagam/ sertifikat);
b. pengumuman di media massa; atau
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penghargaan, tata cara
penilaian, penominasian dan penetapan Perusahaan yang berhak
menerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV
PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 23

(1) Penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan TSP dilakukan secara
musyawarah mufakat yang difasilitasi oleh Forum TSP.

(2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak tercapai, para pihak dapat menempuh upaya
penyelesaian sengketa di luar lembaga pengadilan.

(3) Ketentuan mengenai penyelesaian sengketa di luar lembaga
pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
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pelaksanaan TSP di daerah.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi
urusan perencanaan.

(3) Pembinaan dan bengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 25

(1) Persahaan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 21 ayat (2)
dikenakan sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berupa:
a. Teguran tertulis;
b. Pembekuan [zin;
¢. Pencabutan Izin dan/atau
d. Sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diberikan Bupati sesuai dengan kewenangannys:.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

(1) Hal-thal Ay Ialiyean 1Y L EEE ,—



(2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

b

ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah
ini diundangkan.

Pasal 27
Peraturan Daerah ini mulai berlaky tanggal di undangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran

Daerah Kabupaten Rembang,.

Ditetapkankan di Rembang
pada tanggal,

BUPATI REMBANG,

09000000 n00e0e

Diundangkan di Rembang
pada tanggal,

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG

ooooooooooooooooo

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN NOMOR
NOREG PERATURANDAERAHKABUPATENREMBANG,
PROVINSI JAWA TENGAH : ( / ).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR ....... TAHUN ......
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I. UMUM

Perusahaan telah memberikan pengaruh bagi pembangunan ekonomi di
daerah, melalui aktivitas perusahaan secara nyata telah dapat memberikan
kesempatan kerja/ lapangan kerja, memberikan produk barang maupun jasa
yang dapat menunjang kehidupan masyarakat, meningkatkan pembangunan
ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi,
serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian

yang berdaya saing di daerah.

Hubungan antara perusahaan dengan masyarakat secara sosial semakin
melekat. Perusahaan telah masuk dan mempengaruhi semua linj kehidupan
masyarakat. Perusahaan selain sebagai institusi bisnis juga telah menjadi bagian
dari warga negara (corporate citizenship) yang terlibat langsung dengan dinamika
masyarakat. Keberlanjutan bisnis perusahaan juga sangat bergantung pada
kondisi ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat. Perusahaan tidak boleh
hanya mencari keuntungan semata, tetapi juga harus ikut serta memperhatikan
kelestarian lingkungan hidup dan peduli pada persoalan sosial yang dihadapi
masyarakat (profit, people planet). |

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP merupakan sesuatu
pemahaman yang mengharuskan perusahaan untuk berkontribusi kepada
masyarakat agar kehidupannya lebih baik, dan kondisi lingkungan tetap terjaga
serta tidak dirusak fungsinya. Berdasarkan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memuat ketentuan bahwa
perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan
dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan
lingkungan dengan mengalokasikan dana yang diperhitungkan sebagai biaya
perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan
dan kewajiban. Menurut ketentuan Pasal 15 Undang- Undang lomor 25 Tahun
2007 tentang Penanaman Modal mewajibkan setiap penanam modal di Indonesia

melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Perstirram  Meaesie o
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a. mewujudkan batasan dan ketentuan yang jelas mengenai tanggungjawab
sosial perusahaan termasuk lingkungan perusahaan beserta pihak-pihak

yang menjadi pelakunya;

b. mewujudkan pelaksanaan TSP sesuai dengan peraturan perundang-

undangan;

c. memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi perusahaan dalam

pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan secara terpadu dan berdaya

guna;

d. meminimalisasi dampak negatif keberadaan perusahaan dan mengoptimalkan
dampak positif keberadaan perusahaan;

€. memberikan apresiasi kepada dunia usaha dengan memberi penghargaan

serta pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi di daerah;

f. mewujudkan kesejahteraan masyarakat disekitar lokasi kegiatan perusahaan

beroperasi;

g menciptakan daya saing perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab
sosial;

h. menciptakan kualitas lingkungan hidup, pendidikan dan kesehatan

masyarakat;
. mensinergiskan program TSP dengan perencanaan pembangunan di daerah.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Huruf a

Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas dalam necara
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Yang dimaksud dengan asas partisipatif adalah keterlibatan dalam suatu
proram atau kegiatan tertentu dalam berbagai tahapan tindakan, yakni
keterlibatan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan
evaluasi program kegiatan.

Yang dimaksud dengan asas aspiratif adalah harapan dan tujuan, cita-cita,
keinginan dan hasrat untuk keberhasilan pada masa yang akan datang.
Pembangunan yang berkelanjutan;

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas kepentingan umum adalah asas kepentingan
di semua aspek dalam bernegara, berbangsa dan bermasyarakat dalam arti

yang seluas-luasnya dan yang menyangkut kepentingan hajat hidup
masyarakat yang luas.

Hurud d
Cukup jelas
Hurufe
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Yang dimaksud dengan asas kebersamaan adalah asas yang mendorong

peran seluruh pelaku usaha/perusahaan secara bersama-sama dalam
kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Huruf h

Cukup jelas
Pasal 3

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
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kesusahan orang lain yang diwujudkan dengan membantu

berupa dukungan materi maupun non materi.
Huruf ¢

Yang dimaksud dengan prinsip keterpaduan adalah adanya
hubungan setiap bagian sehingga secara keseluruhan tampak

keterkaitannya baik dalam kata maupun realita yang ada.
Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip kepatuhan hukum adalah
ketaatan hukum yang dikonkritkan dalam sikap, tindakan atau

tingkah laku manusia.

Yang dimaksud dengan prinsip etika bisnis adalah cara-cara
untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek

yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri dan juga

masyarakat.

Hurufe

Yang dimaksud dengan prinsip kemandirian adalah sikap
keswaskarsaan, yaitu berbuat sendiri secara aktif dan kebebasan

untuk mengambil keputusan, penilaian, pendapat dan
pertanggungjawaban.

Huruf f

Yang dimaksud dengan prinsip sensitivitas adalah kepekaan
terhadap kondisi sosial lingkungannya.

Hurufg

Yang dimaksud dengan prinsip keberpihakan adalah hal

berpihaknada kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Huruf h
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oleh usaha menengah dan/atau besar dengan memperhatikan
prinsip saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan

atau perihal hubungan/jalingan kerjasama sebag:u mitra.

Huruf i

Yang dimaksud dengan prinsip mutualistis adalah mampu
membentuk kemitraan (net working) yang saling menguntungkan
dengan pihak lain,

Yang dimaksud dengan prinsip non diskriminasi (tanpa
perbedaan) adalah pemberian perlakuan yang sama bagi semua
dan tidak memberi keuntungan kepada pihak tertenty dengan

tetap memperhatikan kepentingan nasional.

Huruf j

Yang dimaksud dengan prinsip koordinatif adalah bersifat
koordinasi, yaitu mengemukakan visi dan misi untuk mencapaij

ketertarikan hubungan antara perusahaan dengan masyarakat
sekitarnya.

Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan manajemen yang sehat adalah manajemen
yang baik jika diukur dari tingkat pertumbuan modal, aset, volume
usaha atau dari segi keuangan, produktivitas, pemasaran dan
kualitas mutu yang baik.
Huruf b

Yang dimaksud dengan profesional adalah profesi yang

memerlukan kepandajan khusus untuk menjalankanny kompeten

P SR D Y S
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Huruf ¢

Yang dimaksud dengan transparan adalah prinsip keterbukaan
yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan

mendapatkan akses informasi seluas tentang tanggung jawab

sosial.

Huruf d

Yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah penanggungjawab
penyelenggaraan  suatu urusan  pemerintahan  ditentukan
berdasarkan kedekatannnya dengan luas, besaran dan jangkauan

dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan suaty urusan
pemerintaban. ,

Hurufe

Yang dimaksud dengan kreatif adalah kemampuan untuk

menciptakan atau menghasilkan Sesuatu yang baru.

Yang dimaksud dengan inovatif adalah bersifat memperkenalkan
sesuatu yang baru,

Huruf f

Yang dimaksud dengan terukur adalah dapat dinilai dari tujuan
dan sasaran bidang yang dimaksud baik yang bersifat kualitatif
maupun kuantitatif jika dibandingkan dengan titik tolak keadaan

sebelumnya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan program perbaikan berkelanjutan adalah
program yang terus menerus mampu menyesuaikan diri terhadap

perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam

) R SR, I T I T
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Yang dimaksud dengan keadilan yang bijak adalah memberikan
hak yang sama kepada orang lain sesuai dengan kebutuhan dan

fungsinya dengan menaruh segala sesuatu pada tempatnya.

Hurufi

Y‘aﬁg dimaksud dengan kebijakan yang adil adalah kebijakan
yang dirumuskan untuk terbangunnya keserasian berbagai
tingkatan dari yang terendah sampai yang tertinggi sesuai
dengan karakter dan kebutuhannhya dan perumusannya yang

realisir dan aplikabel dan dibangun bersama stakeholder.
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11



Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23

28
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Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR

................



Menimbang

A

. i‘ . !'I’:‘Zi"s ,.-:‘",
KPR
BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI REMBANG,

. bahwa Pemerintah Kabupaten Rembang memiliki

barang milik daerah sebagai aset yang perlu diatur
dan dioptimalkan untuk mendukung pelayanan
publik  dan kesejahteraan masyarakat dengan
mendasarkan pada asas fungsional, kepastian

hukum), transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan
kepastian nilai;

. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 105 Peraturan

Pemerintah  Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pemerintal
Daerah Kabupaten Rembang Lerwenang untuk
membentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang
pengelolaan barang milik daerah;

. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah

Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah, maka Peraturan Daerah
Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah sudah tidak sesuai
lagi dan perlu diganti dengan yang baru;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu
membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan
Barang Milik Daerah;
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Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2043);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999  Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Norpor 5597),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-@ndang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemermtahgn
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara



12,

13.

14,

15,

16.

17.

18.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
téntang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74
Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah  Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340;

Peraturan Pemerintah Noraor 58 Tahun 2005
tentang Fengelolaan Keuarigan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republilk [ndonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593)

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 516 1);
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5533);

Peraturan Femerintah Nomor 84 Tahun 2014
tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah
Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5610);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sgbagalmana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang



20. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang
Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam
Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);

21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5
Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik
Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Rembang
Tahun 2017 Nomor S, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Rembang Nomor 90);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Rembang(Lembaran
Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang
Nomor 128);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
dan
BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

ouk

TENTANG PENGELOLAAN Ba RANG MILIK DAERAH.

BAB .
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1.

2.

Daerah adalah Kabupaten Rembang.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.
Bupati adalah Bupati Rembang.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Rembang.

Orgnisasi Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat OPD/SKPD adalah unsur pem'bantu Bupati
dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah. ‘
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang
ditetapkan dengan Peraturan Daerah. o . -
Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperole
atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung
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14,

15.

16.

17.

18.

19,

20.

21.

22.p

23,

24,

25.

26.

Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umum yang
diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan,
menatausahakan barang miljk daerah pada Pengguna Barang.

Pengurus Barang Pembanty adalah yang diserahi tugas menerima,

barang yang telah laly dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai
dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.

Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang
dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Daerah yang
Sesuai dengan tugas dan fungsi instans; yang bersangkutan,
Pemanfaatan adalah Pendayagunaan Barang Mijlik Daerah yang tidak
digunakan untuk Penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD/SKPD
dan/atay Optimalisasj Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah

dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan olel;
pihak lain tersebuyt dalam jangka wakty terteptu yang tela
disepakati, untuk selanjutnysa diserah.k'an kembali tanah b;:_serta
bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasr.va setelah berak irnya
g:r%gjn“ aSkell‘;h Guna adalah Pemanfaatan Barar}g‘kMxhlg I?auc;::
berupa tanah oleh pihak lain de.n‘gan cara mendn‘n taTaha sgelesai
dan/atau  sarana berikut fasxhtaspya, dan seleh e Soal
pembangunannya diserahkan untuk dldayag'unalz{ant.o eh p
tersebut dalam jangka waktu tertentu yang dlsepal, a 1a cama antara
Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur adalah ker;

. %
e D R PO N
Femeriutah dan Bada“ - 11t L 1, 4
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30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.
39.

40.

Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah
yang dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat,
antar Pemerintah Daerah, atau antara Pemerintah Daerah dengan
pihak lain, dengan menerima penggantian utama dalam bentuk
barang, paling sedikit dengan nilai seimbang.

Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat
kepada Pemerintah Daerah, dari Pemerintah Daerah kepada
Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah
Pusat/Pemerintah Daerah kepada Pihak Lain, tanpa memperoleh
penggantian.

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan
Barang Milik Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak
dipisankan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk
diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha
milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.
Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fistk dan/atau
kegunaan Barang Milik Daerah.

Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Daerah dari
daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang
berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna
Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab
administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam
penguasaannya,

Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik
daerah,

Penatausahaan adalah rangkaian  kegiatan yang meliputi
pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Daerah
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang~undangan‘
Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan,
pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan Barang Milik Daerah.
Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai
atas suatu objek penilaian berupa Barang Milik Negara/Daerah pada
saat tertentu,

Daftar Barang Pengguna adalah daftar yang memuat data barang
yang digunakan oleh masing-masing Pengguna Barang.

Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang memuat data
barang yang dimiliki oleh masing-masing Kuasa Pengguna Barang.
Pihak Lain adalah pihak-pihak selain Pemerintah Daerah,

Pasal 2

(1) Barang Milik Daerah meliputi:

a
b

. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD: dan
. barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

(2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a.
b.

barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis; _
barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari
perjajian/kontrak;

barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; atau

baranfz vane dineroleh hord o amrlrm s s es s om on o e aeq
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Penggunaan;

Pemanfaatan;

Pengamanan dan pemeliharaan;

Penilaian;

Pemindahtanganan;

Pemusnahan;

Penghapusan;

Penatausahaan; dan

Pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan daerah ini meliputi:

VOBE TR PR 0 a0 op

pejabat pengelolaan barang milik daerah;
perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
pengadaan;

penggunaan;

pemanfaatan:

pengamanan dan pemeliharaan;
penilaian;

pemindahtanganan;

pemusnahan;

penghapusan;

penatausahaan;

pengawasan, dan pengendalian;

- pengelolaan barang milik daerah oleh badan layanan umum;
barang milik daerah berupa rumah negara;
ganti rugi dan sanksi; dan
ketentuan lain-lain.

BAB 1]
PEJABAT PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Bagian Kesatu
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah
Pasal §

(1) Bupati adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah.,
(2) Pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berwenang dan bertanggung jawab:

a.
b.

menetapkan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah;
menetapkan Penggunaan, Pemanfaatan, atau Pemindahtanganan
Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan;
menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan Barang
Milik Daerah;

menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang Milik
Daerah;

. mengajukan usul Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang

memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
menyetujui  usul Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan
Penghapusan Barang Milik Daerah sesuai batas kewenangannya;,
menyetujui  usul Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa
sebagian tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau



C.

Kepala OPD/SKPD selaku pengguna Barang Milik Daerah yang
dapat melimpahkan sebagian kewenangan dan tanggung jawab
kepada Kuasa Pengguna Barang;

Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang; dan

Pengurus Barang Milik Daerah, yang terdiri dari:

1) Pengurus Barang Pengelola;

2) Pengurus Barang Pengguna; dan

3) Pengurus Barang Pembantu.

Bagian Kedua
Pengelola Barang
Pasal 6

(1) Sekretaris Daerah adalah Pengelola Barang Milik Daerah.
(2) Pengelola Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berwenang dan bertanggung jawab:

a.
b.

C.

meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan Barang Milik Daerah;
meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan
pemeliharaan/perawatan Barang Milik Daerah;

mengajukan usul Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang
Milik Daerah yang memerlukan persetujuan Bupati;

mengatur pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan,Pemusnahan,
dan Penghapusan Barang Milik Daerah;

melakukan koordinas; dalamn pelaksanaan Inventarisasi Barang
Milik Daerah; dan

melakukan Peéngawasan dan pengendalian atas pengelolaan Barang
Milik Daerah.

Bagian Ketiga
Pengguna Barang dan Kuasa Per gguna Barang

(2) Pengguna Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab:

- mengajukan rencana kebutuhan dan benganggaran Barang Milik

Daerah bag; OPD/SKPD yang dipimpinnya;

mengajukan permohonan penetapan statys Penggunaan Barang
Milik Daerah yang diperoleh dari beban Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dan perolehan lainnya yang sah;

melakukan pencatatan dan Inventarisas;j Barang Milik Daerah yang
berada dalam penguasaannya;

. menggunakan Barang Milik Daerah yang Dberada dalam

peénguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan
fungsi OPD/SKPD yang dipimpinnya;

mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada
dalam penguasaannya;

mengajukan usuy] Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang

Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak
memerlukan persetyiuan Dewam Do o1 o84 g



i. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas
Penggunaan Barang Milik Daerah yang Dberada dalam
penguasaannya; dan

J. menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna
semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada
dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.

Pasal 8

(1) Pengguna Barang dapat melimpahkan sebagian kewenangan dan
tanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Barang.

(2) Pelimpahan sebagian wewenang dan tanggungjawab kepada Kuasa
Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
oleh Bupati atas usul Pengguna Barang.

(3) Penetapan kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berdasarkan pertimbangan jumlah barang yang dikelola, beban

kerja, lokasi, kompetensi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan
objektif lainnya.

Bagian Keempat
Pejabat Penatausahaan Barang
Pasal 9
(1) Kepala OPD/SKPD pengelola keuangan daerah selaku Pejabat

Penatausahaan Barang mempunyai fungsi sebagai pelaksana
pengelolaan Barang Milik Daerah.

(2) Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati,

(3) Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), mempunyai wewenang dan tanggungjawab:

a. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan
dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah
kepada Pengelola Barang;

b. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan
dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan
barang milik daerah kepada Pengelola Barang;

¢. memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas
pengajuan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang
milik daerah yang memerlukan persetujuan Bupati;

d. memberikan pertimbangan kepada pengelola barang  untuk
mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan,
dan penghapusan barang milik daerah;

€. memberikan pertimbangan kepada pengelola barang atas
pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah
disetujui oleh Bupatiatau DPRD; .

f. membanwu Pengelola Barang dalam pelaksanaan koordinasi
inventarisasi barang milik daerah;

g melakukan pencatatan barang milik daerah berupa tanah
dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang
yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas
dan fungsi OPD/SKPD dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lgu.n
kepada Bupatimelalui Pengelola Barang, serta barang milik



(1)

Bagian Kelima
Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang
Pasal 10
Pengguna Barang dibantu oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna
Barang.
Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dgitetapkan oleh Bupati atas usul Pengguna Barang.
Pejabat Penatausahaan Perigguna Barang sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) yaitu pejabat yang membidangi fungsi pelaksana
pengelolaan barang milik daerah pada Pengguna Barang.
Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) berwenang dan bertanggung jawab:
a. menyiapkan rencana kebutuhan dan peénganggaran barang milik
daerah pada Pengguna Barang;
b. meneliti usulan permohonan penetapan status penggunaan barang
yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
C. meneliti pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang
dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang
Pembantu;

d. menyusun pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan
barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak
memerlukan pPersetujuan DFPRD dan barang milik daerah selain
tanah dan/atay bangunan:

€. mengusulkan rencana benyerahan barang milik daerah berupa
tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untyuk
kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang
dan sedang tidak dimanfaatkan oleh pihak lain;

f. menyiapkan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik
daerah;

g meneliti laporan barang semesteran dan tahunan yang
dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atay Pengurus Barang
Pembantu;

h. memberikan persetujuan atas Surat Permintaan Barang (SPB)
dengan menerbitkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB)
untu< mengeluarkan barang milik  daerah dari gudang
penyimpanan;

. meneliti dan memverifikasi Kartu Inventaris Ruangan (KIR) setiap
semester dan setiap tahun;

J. melakukan verifikasi sebagai dasar memberikan persetujuan atas
perubahan kondisi fisik barang milik daerah; dan

k. meneliti laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan oleh
Pengurus Barang Pengguna dan/atau Pengurus Barang Pembantuy.

Bagian Keenam
Pengurus Barang Pengelola
Pasal 11

(1) Pengurus Barang Pengelola ditetapkan oleh Bupati atas usul Pejabat

Penatausahaan Barang.

(2) Pengurus Barang Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah pejabat yang membidangi fungsi pelaksana nencelalaan harano



(4)

pemeliharaan/perawatan barang milik daerah kepada Pejabat
Penatausahaan Barang;

menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan
pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan
persetujuan Bupati;

meneliti dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan,
dan penghapusan dar Pengguna Barang, sebagai bahan
pertimbangan oleh Pejabat Penatausahaan Barang dalam
peéngaturan pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan,
dan penghapusan barang milik daerah;

menyiapkan bahan pencatatan barang milik daerah berupa tanah
dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang
yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas
dan tungsi SKPD dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada
Bupati melalui Pengelola Barang;

menyimpan dokumen asl; kepemilikan barang milik daerah;

- menyimpan salinan dokumen Laporan Barang Pengguna/Kuasa

Pengguna Barang;

- melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang
milik daerah; dan
merekapitulasi dan menghimpun Laporan Barang Pengguna
Seémesteran dan tahunan serta Laporan Barang Pengelola sebagai
bahan penyusunan Laporan barang milik daerah.
Pengurus Barang Pengelola secara administratif dan secara
fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada
Pengelola Barang melalu; Pejabat Penatausahaan Barang.
Dalam hal melaksanakan tugas dan fungs;i administrasi Pengurus
Barang Pengelola dapat dibanty oleh Pembanty Pengurus Barang
Pengelnla yang ditetapkan oleh Pejabat Penatausahaan Barang.
Pengurus Barang Pengelola dilarang melakukan kegiatan
perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atay
bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/ pekerjaan/penjualan
tersebut yang anggarannya dibebankan pada APBD,

Bagian Ketujuh
Pengurus Barang Pengguna
Pasal 12

(1) Pengurus Barang Pengguna ditetapkan oleh Bupati atas usul
Pengguna Barang.

(2) Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
berwenang dan bertanggung jawab:

a.

b.

membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan
penganggaran barang milik daerah;

menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan
barar.g milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan
lainnya yang sah; N
melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah;
membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada
Pengguna Barang;

| : P
- menylapkan dokumen pengajuan usulan mnemanfeoios



h. menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;

menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota

permintaan barang; |

J. mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Pejabat

Penatausahaan Barang Pengguna;

k. menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran

Barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan

barang;

membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan tahunan;

m. memberi label barang milik daerah;

mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat

Penatausahaan Pengguna Barang atas perubahan kondisi -isik

barang milik daerah berdasarkan pengecekan fisik barang;

0. melakukan stock opname barang persediaan;

p. menyimpan dokumen, antars lain: fotokopi/salinan dokumen
kepemilikan barang milix daerah dan menyimpan
asli/fotokopi/salinan dokumen penatausahaan;

q. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang
Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah; dan

r. membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan
kepada Pengelola Barang melalui Pengguna Barang setelah diteljti
oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang.

(3) Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
secara administratif bertanggung jawab kepada Pengguna Barang
dan secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya
kepada Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang.

(4) Dalam. hal melaksanakan tugas dan fungsi administrasi Pengurus
Barang Pengguna dapat dibantu oleh Pembantu Pengurus Barang
Pengguna yang ditetapkan oleh Pengguna Barang.

(S) Pengurus Barang Pengguna dilarang melakukan kegiatan
perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau
bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/ pekerjaan/penjualan
tersebut yang anggarannya dibebankan pada APBD.

e

—
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Bagian Kedelapan
Pengurus Barang Pembantu
Pasal 13

(1, Bupati menetapkan Pengurus Barang Pembantu atas usul Kuasa
Pengguna Barang melalui Penggur.a Barang.

(2) Pembentukan Pengurus Barang Pembantu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pertimbangan jumlah barang
yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang
kendali dan pertimbangan objektif lainnya.

(3) Pengurus Barang Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berwenang dan bertanggungjawab:

a. menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran
barang milik daerah;
b. menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan

barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan
lainnya yang sah;



kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kuasa Pengguna

Barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain;

g menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan

penghapusan barang milik daerah;

h. menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;

I. menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota

permintaan barang;

J. mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Kuasa

Pengguna Barang;

k. menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran

Barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan

barang;

membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan tahunan;

m. memberi label barang milik daerah;

. mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat
Penatausahaan Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang
atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah pengecekan fisik
barang;

0. melakukan stock opname barang persediaan;

p. menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/salinan dokumen
kepemilikan barang milik daerah dan menyimpan
asli/fotokopi/salinan dokumen penatausahaan;

q. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang
Kuasa Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah; dan

r. membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan
pada Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang setelah
diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus
Barang Pengguna.

(4) Pengurus Barang Pembantu baik secara langsung maupun tidak

langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan

pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin

atas kegiatan/pekerjaan/ penjualan tersebut yang anggarannya
dibebankan pada APBD.

—
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BAB III
PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN
Pasal 14

(1) Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah disusun dengan
memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi OPD/SKPD
serta ketersediaan Barang Milik Daerah yang ada.

(2) Perencanaan Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi perencanaan pengadaan, pemeliharaan, Pemanfaatan,
Pemindahtanganan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah.

(3) Perencanaan Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan salah satu dasar bagi OPD/SKPD dalam pengusulan
penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru (new initiative) dan angka
dasar (baseling) serta penyusunan rencanu kerja dan anggaran.

(4) Perencanaan Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berpedoman pada:

a. standar barang;



(7) Penetapan standar kebutuhan oleh Bupati sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(8) Standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c
berpedoman pada Peraturan Bupati.

Pasal 15
(1) Pengguna Barang menghimpun usul rencana kebutuhan bgrang yang
diajukan oleh Kuasa Pengguna Barang yang berada di lingkungan
kantor yang dipimpinnya.
(2) Pengguna Barang menyampaikan usul rencana kebutuhan Barang

Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pengelola
Barang.

(3) Pengelola Barang melakukan penelaahan atas usul rencana
kebutuhan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
bersama Pengguna Barang dengan memperhatikan data barang pada
Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang dan menetapkannya
sebagai rencana kebutuhan Barang Milik Daerah.

Pasal 16
Tata cara pelaksanaan Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran
Barang Milik Daerah diatur dengan Peraturan Bupati,

BAB IV
PENGADAAN
Pasal 17
(1) Pengadaan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip
efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel
(2) Pengadaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENGGUNAAN
Pasal 18
(1) Status Penggunaan Barang Milik Daerah ditetapkan Bupati.
(2) Penetapan status Penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayart (1) tidak dilakukan terhadap:
a. Barang Milik Daerah berupa:
1. barang persediaan;
2. konstruksi dalam pengerjaan; atau
3. barang yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk
dihibahkan; dan

b. Barang Milik Daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh
Bupati.

Pasal 19
(1) Bupati dapat mendelegasikan penetapan status Penggunaan atas
Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan dengan kondisi
tertentu kepada Pengelola Barang Milik Daerah. .
(2) Pendelegasian penetapan status Penggunaan atas Barang Milik Daeran



b. Pengelola Barang meneliti laporan dari Pengguna Barang sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan mengajukan usul Penggunaan kepada
Bupati untuk ditetapkan status pPénggunaannya.

penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD/SKPD, guna dioperasikan oleh
Pihak Lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas

Pasal 23
(1) Barang Milik Daerah dapat dialihkan status Penggunaannya darj
Pengguna Barang kepada Pengguna Barang lainnya  untuk
penyelenggaraan tugas dan fungsi berdasarkan persetujuan Bupati
(2) Pengalihan status peénggunaannya dari Pengguna Barang kepada

Pgngguna Barang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan melalui Pengelola Barang.

(3) Pengalihan status Penggunaan Barang Milik Daerah dari Pengguna
Barang kepada Pengguna Barang lainnya sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat pula dilakukan berdasarkan inisiatif dari Bupati, dengan

terlebih  dahuly memberitahukan maksudnya tersebyt kepada

Pengguna Barang.

Tata cara Pengalihan statys Penggunaan Barang Milik Daerah dari

Pengguna Barang kepada Pengguna Barang lainnya sebagaimzna

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Bupati.

(4)

Pasal 24

(1) Penetapan status Penggunaan Barang Milik Daerah berupa tanah
dan/atauy bangunan dilakukan dengan ketentuan bahwa tanah
dan/atau bangunan tersebut diperlukan  untuk kepentingan
penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang Pengguna Barang
yang bersangkutan.

(2) Pengguna Barang wajib menyerahkan Barang Milik Daerah berupa
tanah  dan/atau bangunan yang tidak  digunakan dalam
penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang, kepada Bupati
melalui Pengelola Barang Milik Daerah,

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
apabila tanah dan/atau bangunan tersebut telah direncanakan untuk
digunakan atau dimanfaatkan dalam Jangka waktu tertenty yang
ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 25



(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi kepada
Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26
(1) Bupati menetapkan Barang Milik Daerah yang harus diserahkan oleh

Pengguna Barang karena tidak digunakan untuk kepentingan

penyelenggaraan tugas dan fungsj Pengguna Barang dan tidak

dimanfaatkan oleh Pihak Lain.
(2) Dalam menetapkan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Bupati memperhatikan:

a. standar  kebutuhan tarah dan/atau  bangunan untuk
menyelenggarakan dan menunjang tugas dan fungsi instansi
bersangkutan;

b. hasil audit atas Penggunaan tanah dan/atau bangunan; dan/atauy

. laporan, data, dan informasi yang diperoleh dari sumber lain,

(3) Tindak lanjut pengelolaan atas benyerahan Barang Milik Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

4. penetapan statys Penggunaan;

b. pemanfaatan; atay

C. pemindahtanganan,

Pasal 27
Ketentuar? lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Penggunaan
Barang Milik Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PEMANFAATAN
Bagian Kesatuy
Kriteria Pemanfaatan
Pasal 28

(1) Pemanfaatan Barang Milik Daerah dilaksanakan oleh:

a. Pengelola Barang dengan persetujuan Bupati, untuk Barang Milik
Daerah yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang; dan

b. Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang, untuk
Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan
yang masih digunakan oleh Pengguna Barang, dan selain tanah
dan/atau bangunan.

(2) Pemanfaatan Barang Milik Daerah dilaksanakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan
teknis dengan memperhatikan kepentingan Negara/Daerah dan
kepentingan umum.

Bagian Kedua
Bentuk Pemanfaatan
Pasal 29
Bentuk Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa:
a. Sewa;
b. Pinjam Pakai;



(3)S
b

. Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang sudah

diserahkan oleh Pengguna Barang kepsda Bupati;

. Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan

yang masih digunakan oleh Pengguna Barang; dan/atay

. Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan,
Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) h.uruf
a dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan

ewa Buarang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
dan huruf ¢ dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat

persetujuan dari Pengelola Barang,

Pasal 31

Barang Milik Daerah dapat disewakan kepada Pihak Lain,
Jangka wakty Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud
Pada ayat (1) paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
Jangka wakty Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2 dapat lebih dar S (lima) tahun dan dapat diperpanjang
untuk:
a. kerja samag infrastruktur;
b. kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan walkey

sewa lebih darf 5 (lima) tahun; atau
¢. ditentukan lain dalam Undang—Undang.
Formula tarif/besaran Sewa Barang Mij)ik Daerah berupa tanah

Besaran Sewa atag Barang Mjjij Daerah untyk kerja sama
Infrastruktyr sebagaimanag dimaksud pada ayat (3) huruf g atau
untuk kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan wakty
Sewa lebih dari § (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

hurgf b. dapat memper‘timbangkan nilai keekonomian dari masing-
masing jenis infrastruktur.,

ormula tarif/besaran Sewa Barang Milik Daerah selain tanah
dan/atay bangunan ditetapkan Bupati dengan berpedoman pada
kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah,
Sewa Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan perjanjian,
yang paling sedikit memuat;
a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
b. jenis, luas atau jumilah barang, besaran Sewa, dan Jangka waktuy;
C. tanggung jawab Pe€nyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan



(3) Pinjam Pakai dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang paling sedikit

memuat:

a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;

b. jenis, luas atau jumlah barang yang dipinjamkan, dan jangka
waktu;

C. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan
selaina jangka waktu peminjaman; dan

d. hak dan kewajiban para pihak.

Bagian Kelima
Kerja Sama Pemanfaatan
Pasal 33
Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik [aerah dengan Pihak Lain
dilaksanakan dalam rangka:
a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna Barang Milik Daerah:
dan/atau

b. meningkatkan penerimaan/pendapatan daerah.

Pasal 34

(1) Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah dilaksanakan terhadap:

a. Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang sudah
diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Bupati;

b. Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/ataubangunan
yang masih digunakan oleh Pengguna Barang; dan/atau

. Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan.

(2) Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang Milik Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah
mendapat persetujun Bupati.

(3) Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang Milik Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah
mendapat persetujuan Pengelola Barang.

Pasal 35
(1) Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang Milik Daerah dilaksanakan
dengan ketentuan:

a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untulk
memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan
yang, diperlukan terhadap Barang Milik Daerah tersebut;

b. mitra Kerja Sama Pemanfaatan ditetapkan melalui tender, kecuali
untuk Barang Milik Daerah yang bersifat khusus dapat dilakukan
pentinjukan langsung;

. Penunjukan langsung mitra Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang
Milik Daerah yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada
huruf b dilakukan oleh Pengguna Barang terhadap Badan Usaha
Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang memiliki bidang
dan/atau wilayah kerja tertentu sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

d. mitra Kerja Sama Pemanfaatan harus membayar kontribusi tetap
setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah
ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil Keria Sama



f. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan
hasil Kerja Sama Pemanfaatan harus mendapat persetujuan
Pengelola Barang;

g dalam Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah
dan/atau bangunan, sebagian kontribusi tetap dan pembagian

sebagai objek Kerja Sama Pemanfaatan;
h. besaran nilaj bangunan beserta fasilitasnya sebagai bagian dari
kontribusi tetap dan  kontribusi pembagian keuntungan
sebagaimana dimaksud pada huruf g paling banyak 10% (sepuluh
bersen) dari total penerimaan kontribusi tetap dan pembagian
keuntungan selama masa Kerja Sama Pemanfaatan:
. bangunan yang dibangun dengan biaya sebagian kontribusi tetap
dan pembagian keuntungan dari awal pengadaannya merupakan
J. selama Jangka  wakty pengoperasian, mitra Kerja Sama
Pemanfaatan dilarang menjaminkan atay menggadaikan Barang
Milik Daerah yang menjadi objek Kerja Sama Pemanfaatan: dan

k. jangl:a wakty Kerja Sama Pemanfaatan paling lama 30 (tiga puluh)
tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.

(2) Semua biaya persiapan Kerja Sama Pemanfaatan yang terjadi setelah
ditetapkannya mitra Kerja Sama Pemanfaatan dan biaya pelaksanaan

Kerja Sama Pemanfaatan menjadi  beban mitra Kerja Sama
Pemanfaatan.

a. infrastruktur transportasi meliputi pelabuhan pengumpan lokal,
sungai dan/atay danau, terminal, dan/atay Jjaringan rel dan/atau
stasiun kereta api;

b. infrastruktur jalan meliputi Jjalan jalur khususjalan tol, dan/atau
jembatan tol;

C. infrastruktur sumber daya air meliputi saluran pembawa air baky
dan/atau waduk/bendungan;

d. infrastruktur air minum meliputi bangunan pengambilan air baku,
Jaringan transmisi, Jaringan distribusi, dan/atau  instalasj
pengolahan air minum; dan

€. infrastruktur air limbah meliputi instalasi pengolah air limbah,
jaringan pengumpul dan/atau Jaringan utama, dan/atau sarana
persampahan yang meliputi pengangkut dan/atau tempat
pembuangan.

(4) Jangka waktu Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang Milik Daerah
untuk penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
paling lama 50 (lima puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan
dapat diperpanjang. -

(5) Dalam hal mitra Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang Barang Milik
Daerah untuk penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pgc%a
ayat (3) berbentuk Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha M:lil
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Bagian Keenam
Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna
Pasal 36

(1) Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna Barang Milik Daerah
dilaksanakan dengan pertimbangan:

a. Pengguna Barang memerlukan bangunan dan fasilitas bagi
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk  kepentingan
pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi;
dan

b. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk
penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut.

(2) Bangun Guna Serah atay Bangun Serah Guna Barang Milik Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola
Barang Milik Daerah setelah mendapat persetujuan Bupati,

(3) Barang Milik Daerah berupa tanah yang status penggunaannya ada
pada Pengguna Barang dan telahdirencanakan untuk penyelenggaraan
tugas  dan fungsi Pengguna Barang yang bersangkutan, dapat
dilakukan Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna setelah
terlebih dahulu diserahkan kepada Bupati.

(4) Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Pengelola Barang dengan
mengikutsertakan Pengguna Barang sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 37
Penetapan status Penggunaan Barang Milik Daerah sebagai hasil dari
pelaksanaan Bangun Guna Serah atay Bangun Serah Guna dilaksanakan
oleh Bupati dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD/SKPD
terkait,
Pasal 38
(1) Jangka waktu Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna paling
lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani.
(2) Penetapan mitra Bangun Guna Serah atauy mitra Bangun Serah Guna
dilaksar akan melalui tender.
(3) Mitra Bangun Guna Serah atau mitra Bangun Serah Guna yang telah
ditetapkan, selama jangka waktu pengoperasian:

a. wajib membayar kontribusi ke rekening Kas Umum Daerah setiap
tahun, yang besarannya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan
tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang;

b. wajib memelihara objek Bangun Guna Serah atau Bangun Serah
Guna; dan

¢. dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan:
1. tanah yang menjadi objek Bangun Guna Serah atau Bangun

Serah Guna;

2. hasil Bangun Guna Serah yang digunakan langsung untuk
penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Pusat/Daerah;
dan/atau

3. hasil Bangun Serah Guna.

(4) Dalam jingka waktu pengoperasian, hasil Bangun Guna Serah atau
Bangun  Serah  Guna harus digunakan langsung untuk



(6) Izin mendirikan bangunan dalam rangka Bangun Guna Serah atay
Bangun Serah Guna harus diatasnamakan Pemerintah Daerah.

(7) Semua biaya Persiapan Bangun Guna Seruh atau Bangun Serah Guna
yang terjadi setelah ditetapkannya mitra Bangun Guna Serah atay
Bangun Serah Guna dan biaya pelaksanaan Bangun Guna Serah atay

(8) Mitra Bangun Guna Serah Barang Milik Daerah harus menyerahkan
objek Bangun Guna Serah kepada Bupati pada akhir Jjangka waktu
pengoperasian, setelah dilakukan audit oleh aparat pengawasan intern

Pasal 39
Bangun Serah Guna Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan tata
cara:
a. mitra Bangun Serah Guna harus menyerahkan objek Bangun Serah
Guna kepada Bupati setelah selesainya pembangunan:
b. hasil Bangun Serah Guna yang diserahkan kepada Bupati ditetapkan

yang ditetapkan dalam perjanjian; dan

d. setelah jangka wakty pendayagunaan berakhir, objek Bangun Serah
Guna terlebih dahulu diaudit oleh aparat pengawasan intern
Pemerintah sebelum penggunaannya ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketujuh
Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur
Pasal 40

(1) Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur atas Barang Milik Daerah
dilaksanakan terhadap:

a. Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan pada
Pengelola Barang/Pengguna Barang;

b. Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan
yang masih digunakan oleh Pengguna Barang; atau

C. Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan.

(2) Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur atas Barang Milik Daerah pada
Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dilaksanakan oleh Pengelola Barang dengan persetujuan Bupati.

(3) Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur atas Barang Milik Daerah pada
Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
oleh Pengguna Barang dengan persetujuan Bupati.

Pasal 41
(1) Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur atas Barang Milik Daerah
dilakukan antara Pemerintah dan Badan Usaha.
(2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah badan
usaha yang berbentuk:
a. perseroan terbatas;
b. Badan Usaha Milik Negara;
c. Badan Usaha Milik Daerah: dan/atau



a. dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan
Barang Milik Daerah yang menjadi objek Kerja Sama Penyediaan
Infrastruktur;

b. wajib memelihara objek Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur dan
barang hasil Kerja Sama Penyediaan [Infrastruktur; dan

¢. dapat dibebankan pembagian kelebihan keuntungan sepanjang
terdapat kelebihan keuntungan yang diperoleh dari yvang
ditentukan pada saat perjanjian dimulaj (clawback).

(6) Pembagian kelebihan keuntungan sebagaimana dimalksud pada ayat
(S) huruf ¢ disetorkan ke Kas Umum Daerah.

(7) Formula dan/atau besaran pembagian kelebihan keuntungan
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf ¢ ditetapkan oleh Bupati,
(8) Mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur harus menyerahkan objek

Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur dan barang hasil Kerja Sama

Penyediaan Infrastruktyr kepada Pemerintah Daerah pada saat

berakhirnya jangka waktu Kerja Sama Pen edizan Infrastruktyr sesuai

perjanjian.

(9) Barang hasil Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur menjadi Barang
Milik Daerah sejak diserahkan kepada Pemerintah Daerah sesuaj
perjanjian,

Bagian Kedelapan
Tender
Pasal 42

Tender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) hurufb dan Pasal

38 ayat (2) dilakukan dengan tata cara:

a.

réncana tender diumumkan di media massa nasional;

b. tender dapat dilanjutkan pelaksanaannya Sepanjang terdapat paling
sedikit 3 (tiga) peserta calon mitra yang memasukkan penawaran;

. dalam hal calon mitra yang memasukkan penawaran kurang dari 3

gtiga) peserta, dilakukan Pe€ngumuman ulang di medig massa nasional;
an

d. dalam hal setelah pengumuman ulang:
1. terdapat paling sedikit 3 (tiga) peserta calon mitra, proses
dilanjutkan dengan mekanisme tender;
2. terdapat 2 (dua) peserta calon mitra, tender dinyatakan gagal dan
proses selanjutnya dilakukan denganmekanisme seleksi langsung;

3. terdapat 1 (satu) peserta calon mitra, tender dinyatakan gagal dan
Proses selanjutnya dilakukan dengan mekanisme penunjukan
langsung.

Pasal 43
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Pemanfaatan
Barang Milik Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN
Bagian Kesatu
Pengamanan
Pasal 44
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(2) Barang Milik Daerah berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukt;
kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah.,

(3) Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan harus
dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah.

Pasal 46

(1) Bukti kepemilikan Barang Milik Daerah wajib disimpan dengan tertib
dan aman.

(2) Penyimpanan bukti kepemilikan Barang Milik Daerah dilakukan oleh
Pengelola Barang.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyimpanan dokumen
kepemilikan Barang Milik Daerah dilaksanakan sesuai peraturan
perundang-undangan.

Pasal 47
(1) Bupati dapat menetapkan kebijakan asuransi atau pertanggungan
dalam rangka Péngamanan Barang Milik Daerah tertentu dengan
mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara asuransi Barang Milik
Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pemeliharaan
Pasal 48

(1) Pengelola Barang, Pengguna Barang, atau KuasaPengguna Barang
bertanggung jawab atas pemeliharaan Barang Milik Daerah yang
berada di bawah penguasaannya.

(2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada
Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang.

(3) Biaya pemelitaraan Barang Milik Daerah dibebankan pada APBD.

(4) Dalam hal Barang Milik Daerah dilakukan Pemanfaatan dengan Pihak
Lain, maka biaya pemeliharaan menjadi tanggung jawab sepenuhnva
dari penyewa, peminjam, mitra Kerja Sama Pemanfaatan, mitra
Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna, atau mitra Kerja Sama
Penyediaan Infrastruktur,

Pasal 49

(1) Kuasa Pengguna Barang wajib membuat Daftar Hasil Pemeliharaan
Barang yang berada dalam kewenangannya dan melaporkan secara
tertulis Daftar Hasil Pemeliharaan Barang tersebut kepada Pengguna
Barang secara berkala.

(2) Pengguna Barang atau pejabat yang ditunjuk meneliti laporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyusun daftar hasjl
pemeliharaan barang yang dilakukan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran
sebagai bahan untuk melakukan evaluasi mengenai efisiensi
pemeliharaan Barang Milik Daerah.

BAB VIII
PENILAIAN
Pasal 50
Penilaian Barang Milik Daerah dilakukan dalam ranolea memuilas e n



Pasal 52

(1) Penilaian Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan
dalam rangka Pemanfaatan atay Pemindahtanganan dilakukan oleh:
a. Penilai Pemerintah; atay
b. Penilai Publik yang ditetapkan oleh Bupati.

(2) Penilaian Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan untuk mendapatkan nilaj wajar sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

(1) Penilaian Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan dalam
rangka Pemanfaatan atay Pemindahtanganan dilakukan oleh tim yang
ditetapkan oleh Bupati, dan dapat melibatkan Penilaj yang ditetapkan
Bupati.

(2) Penilaian Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan untuk mendapatkan nilaj wajar sesuaj dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
oleh Pengguna Barang tanpa melibatkan Penilai, maka hasi] Penilajan
Barang Milik Daerah hanya merupakan nilai taksiran.

(4) Hasil Penilaian Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) ditetapkan oleh Bupati,

Pasal 54
(1) Dalam kondisi tertentu, Pengelola Barang dapat melakukan Penilaian
kembali atas nilaj Barang Milik Daerah yang telah ditetapkan dalam
neraca Pemerintah Daerah.
(2) Keputusan mengenai Penilaian kembalj atas nilai Barang Milik Daerah
dilaksanakan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati
dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 55
Ketentuan lebih lanjut tentang penilaian Barang Milik Daerah diatyur
dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PEMINDAHTANGANAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 56
(1) Barang Milik Daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan
tugas Pemerintahan Daerah dapat dipinda'.tangankan.
(2) Pemindahtanganan Barang Milik Daerah sebagzaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan cara:
a. Penjualan;
b. Tukar Menukar;
¢. Hibah; atau
d. Penyertaan Modal Penmerintah Daerah.



(2) Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau
bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak
memerlukan persetujuan DPRD, apabila:

a. sudah tidak sesuaj dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;

b. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti
sudah dissdiakan dalam dokumen penganggaran;

¢. diperuntukkan bagi pegawai negeri,

d. diperuntukkan bagi kepentingan umurm; atau

e. dikuasai negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan, yang jika status 1<epemilil<ann,\'a
dipertahankan tidak layak secara ekonomis.

Pasal 58
Usul untuk memperoleh persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal57 diajukan oleh Bupati.

Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau
bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57ayat (2) dilakukan oleh

(l)Pemindahtanganan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atay
bangunan yang bernilaj sampai dengan RpS.OO0.000.000,00 (lima
miliar rupiah) dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat
persetujuan Bupati,

(2) Pemindahtanganan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atay
bangunan yang bernilai lebih dar RpS.OO0.000.000,00 (lima miliar
rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b
dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan DPRD.

(3) Usul untuk memperoleh persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diajukan oleh Bupati sesuaj dengan peraturan
perundeng-undangan.

Pasal 61
Penjualan Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan pertimbangan;
a. untuk optimalisasi Barang Milik Daerah vang berlebih atau tidalk
digunakan/dimanfaatkan;
b. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual;
dan/atau
C. sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62
(1) Penjualan Barang Milik Daerah dilakukan secara lelang, kecuali dalam
hal tertentu,
(2) Pengecualian dalam hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. Barang Milik Daerah yang bersifat khusus; atau
b. Barang Milik Daerah 1ainmua ueee o) oo
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(S) Penjualan Barang Milik Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b dilakukan melalui tata cara sesuai denganperaturan
perundang-undangan.

Pasal 63
Penjualan Barang Milik Daerah dilaksanakan oleh Pengelola Barang
setelah mendapat persetujuan Bupati,

(1) Penjualan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
63 dilakukan dengan tata cara:

a. Pengguna Barang melaluj Pengelola Barang mengajukan usuyl

yuridis;

b. Bupati meneliti dan mengkaji pertimbangan perlunya Penjualan
Barang Milik Daerah selain tanah dan/atay bangunan dari aspek
teknis, ekonomis, dan yuridis;

C. apabila memenuhj syarat sesuaij dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, Bupati dapat menyetujui dan menetapkan

Barang Milik Daerah selain tanah dan/atay bangunan yang akan
dijual sesuaj batas kewenangannya; dan

usulan tersebuyt,
(2) Hasil penjualan Barang Milik Daerah wajib disetor seluruhnya ke
rekening Kas Umum Daerah sebagai penerimaan daerah.

Bagian Keempat
Tukar Menukar
Pasal 65
(1) Tukar  Menukar Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan
pertimbangan;
& untuk  memenuhj kebutuhan operasional penyelenggaraan
pemerintahan;
b. untuk optimalisas;i Barang Milik Daerah; dan
C. tidak tersedia dana dalam APBD.
(2) Tukar Menukar Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dilakukan dengan pihak:
a. Pemerintah Pusat;
b. Pemerintah Daerah lainnya;
C. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah atau hadan
hukum lainnya yang dimiliki negara; atau
d. swasta,
Pasal 66
(1) Tukar Menukar dapat berupa: '
a. tanah dan/atau bangunan vang telah diserahkan kepada Bupati;
b. tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang;
atau
¢. selain tanah dan/atau bangunan.
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(S) Tukar Menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan
Bupati.

Pasal 67

(1) Tukar Menukar Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam

P

a

a

sal 66ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan tata cara:

Bupati meneliti dan mengkaji pertimbangan perlunya Tukar
Menukar Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan
dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis;

apabila memenuhi Syarat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, Bupati dapat menyetujul dan menetapkan

Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan
dipertukarkan;

Pengelola Barang melaksanakan Tukar Menukar dengan
berpedoman pada persetujuan Bupati; dan

pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang
pengganti harus dituangkan dalam berita acara serah terima

Tukar Menukar Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksyd dalam
Pasal 65 ayat (1) huruf ¢ dilaksanakan dengan tata cara:

a. P

Daerah selai_n tanah dan/atay bangunan kepada Pengelola Barang
@sertal pertimbangan, kelengkapan data, dan hasi] pengkajian tim

Pengelola Barang meneliti dan mengkaji pertim bangan tersebut dar
aspek teknis, ekonomis, dan yuridis;

apabila maemenyh;i Syarat sesuai deqgan ketentuan peraturan
perundang-undangan, Pengelnla Barang dapat menyetujui usuyl
Tukar Menukar Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau
bangunan sesuaj batas kewenangannya;

Proses persetujuan Tukar Menukar Barang Milik Daerah selain
tanah dan/atay bangunan dilaksanakan dengan berpedoman pada
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59;

Pengguna Barang melaksanakan Tukar Menukar dengan
berpedoman pada persetujuan Pengelola Barang; dan

pelalisanaan serah terima barang yang dilepas dan barang
pengganti harus dituangkan dalam berita acara serah terima
barang.

Bagian Kelima
Fibah
Pasal 68

(1) Hibah Barang Milik Daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk
kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan memndidiL o
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(3) Ketentuan mengenai kriteria kepentingan sosial, budaya, keagamaan,
kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non komersial, dan
penyelenggaraan  pemerintahan negara/ daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan perundang-
undangan.

Pasal 69
(1) Hibah dapat berupa:
a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Bupati;
b. tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang;

¢. selain tanah dan/atay bangunan.

(2) Penetapan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan
yang akan dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dilakukan oleh Bupati.

(3) gh‘bah.sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh

upati,

(4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh
Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.

(S) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dilaksanakan oleh
Pengguaa Barang setelah mendapat persetujuan Bupati,

a. Pengguna Barang melalyi Pengelola Barang mengajukan usul Hibah
Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan kepada
Bupatg disertai dengan pertimbangan dan kelengkapan data;

b. Bupati meneliti dan mengkaji usul Hibah Barang Milik Daerah
berdasarkan pertimbangan dan Syarat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 68;

C. apabila memenuhj Syarat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, Bupati dapat menyetujui  dan/atau
menetapkan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau
bangunan yang akan dihibahkan;

d. proses persetujuan Hibah dilaksanakan dengan berpedoman pada
ketentuan Pasal S6dan Pasal 58;

e. Pengelola Barang melaksanakan Hibah dengan berpedoman pada
persetujuan Bupati: dan

f. pelalisanaan serah terima  barang yang dihibahkan harus
dituangkan dalam berita acara serah terima barang.

(2) Hibah Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69
ayat (1) huruf ¢ dilaksanakan dengan tata cara:

a. Pengguna Barang mengajukan usul Hibah Barang Milik Daerah
selain tanah dan/atau bangunan kepada Pengelola Barang disertai
pertimbangan, kelengkapan data, dan hasi] pengkajian tim intern
instansi Pengguna Barang;

b. Pengelola Barang meneliti dan mengkaji usul Hibah Barang Milik
Daerah berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 68;
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Bagian Keenam
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
Pasal 71
(1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah
dilakukan dalam rangka pendirian, memperbaiki struktur permodalan
dan/atau meningkatkan kapasitas usaha Badan Usaha Milik Daerah
atau badan hukum lainnya yang dimiliki Pemerintah Daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah scoagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dilakukan dengan pertimbangan:

a. Barang Milik Daerah yang dai awal pe ngadaannya sesuai dokumen
penganggaran diperuntukkan bagi Badan Usaha Milik Daerah atau
badan hukum lainnya yang dimiliki Pemerintah Daerah dalam
rangka penugasan pemerintah; atau

b. Barang Milik Daerah lebih optimal apabila dikelola oleh Badan
Usaha Milik Daerah.

Pasal 72

(1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah dapat
berupa:

a. tanah dan/atauy bangunan yang telah diserahkan kepada Bupati:
b. tanah dan/atau bangunan pada Pengguna Barang; atay
C. Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan.

(2) Penetapan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan
yang akan disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Bupati.

(3) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah
sebagaimana dimaksud bada ayat (1) huruf a dan huruf b
dilaksanakan oleh Bupati.

(4) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh
Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 73
(1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72ayat (1) huruf a dan huruf b

dilaksaiiakan dengan tata cara:

a. Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan usul
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah
berupa tanah dan/atau bangunan kepada Bupati disertai dengan
pertimbangan dan kelengkapan data:

b. Bupati meneliti dan mengkaji usul Penyertaan Modal Pemerintah
Daerah yang diajukan oleh Pengguna Barang berdasarkan
pertimbangan dan Syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71

C. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, Bupati dapat menyetujui  dan/atau
menetapkan Barang Milik Daerah berupa tangh dan/atau
bangunan yang akan disertakan sebagai modal Peme.rmtah Daerah;

d. proses persetujuan Penyertaan Modal Pemerintall Daerah
dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 57 Pasal
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barang setelah Peraturan Daerah ditetapkan.

(2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72ayat (1) huruf ¢ dilaksanakan
dengan tata cara:

a. Pengguna Barang mengajukan usul Penyertaan Modal Pemerintah
Daerah selain tanah dan/atau bangunan kepada Pengelola Barang
disertai pertimbangan, kelengkapan data, dan hasil pengkajian tim
intern instansi Pengguna Barang;

b. Pengelola Barang meneliti dan mengkaji usul Penyertaan Modal
Pemerintah Daerah yang diajukan oleh Pengguna Barang
berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 71;

C. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, Pengelola Barang dapat menyetujui usul
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah selain tanah dan/atau
bangunan yang diajukan oleh Pengguna Barang sesuai batas
kewenangannya;

d. Pengelola Barang menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dengan melibatkan
instansi terkait;

e. Pengelola Barang menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah
kepada DPRD untuk ditetapkan; dan

Peraturan Daerah ditetapkan.

, Pasal 74 :
Ketentuan lebih lanjut  mengenai tata cara pelaksanaan
Pemindahtanganan Barang Milik Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
PEMUSNAHAN
Pasal 75

Pemusnahan Barang Milik Daerah dilakukan dalam hal:
a. Barang Milik Daerah tidak dapat digunakan, tidak dapat

dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan; atau
b. terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 76
(1) Pemusnahan dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat
persetujuan Bupati.
(2) Pelaksanaan Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan Bupati.
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BAB XI
PENGHAPUSAN
Pasal 79
Penghapusan meliputi:
a. Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna,; dan
b. Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah.

Pasal 80

(1) Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 79 huruf a, dilakukan dalam hal Barang Milik Daerah
sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang.

(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
menerbitkan keputusan Penghapusan dari Pengelola Barang setelah
mendapat persetujuan Bupati.

(3) Dikecualikan  dari ketentuan mendapat persetujuan Bupati
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk Barang Milik Daerah yang
dihapuskan karena:

a. Pengalihan Status Penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
23;

b. Pemindahtanganan; atau

c. Pemusnahan.

(4) Bupati dapat mendelegasikan persetujuan Penghapusan Barang Milik
Daerah berupa barang persediaan kepada Pengelola Barang.

(5) Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 81
(1) Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud
dalam 2asal 79 huruf b dilakukan dalam hal Barang Milik Daerah
tersebut sudah beralih kepemilikannya, terjadi Pemusnahan, atau
karena sebab lain.
(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
a. berdasarkan keputusan dan/atau laporan Penghapusan dari
Pengguna Barang, untuk Barang Milik Daerah yang berada pada
Pengguna Barang; dan

b. berdasarkan keputusan Bupati, untuk Barang Milik Daerah yang
berada pada Pengelola Barang,

BAB XII
PENATAUSAHAAN
Bagian Kesatu
Pembukuan
Pasal 82
(1) Pengelola Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan
Barang Milik yang berada di bawah penguasaannya ke dalam Daftar
Barang Pengelola menurut penggolongan dan kodefikasi barang.
(2) Pengguna Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan
Barang Milik Daerah yang status penggunaannya berada pada
Pengguna Barang ke dalam Daftar Barang Pengguna menurut

penggolongan dan kodefikasi barang.
(R} Pencelola Raraneo menohitmmniirn MNaffar Rararma Pamoaaiime cnlne mn v m .



Bagian Kedua
Inventarisasi
Pasal 83

(1) Pengguna Barang melakukan Inventarisasi Barang Milik Daerah paling
sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

(2) Dalam hal Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan, Inventarisasi
dilakukan oleh Pengguna Barang setiap tahun.

(3) Pengguna Barang menyampaikan laporan hasil Inventarisasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Pengelola
Barang paling lama 3 (tiga) bulan setelah selesainya Inventarisasi.

Pasal 84
Pengelola Barang melakukan Inventarisasi Barang Milik Daerah berupa
tanah dan/atau bangunan yang berada dalam penguasaannya paling
sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
Bagian Ketiga
Pelaporan
Pasal 85
(1) Pengguna Barang menghimpun Laporan Barang Kuasa Pengguna
Semesteran dan Tahunan sebagai bahan penyusunan Laporan Barang
Pengguna Semesteran dan Tahunan.
(2) Laporan Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca OPD/SKPD untuk
disampaikan kepada Pengelola Barang.

Pasal 86

(1) Pengelola Barang harus menyusun Laporan Barang Pengelola
Semesteran dan Tahunan.

(2) Pengelola Barang harus menghimpun Laporan Barang Pengguna
Semesteran dan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat
(1) sebagai bahan pényusunan Laporan Barang Milik Daerah.

(3) L{a.poran Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca Pemerintah

Pasal 87
Tgtg cara pelalfsanaan pembukuan, Inventarisasi, dan pelaporan Barang
Milik Daerah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN
Pasal 88
Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah dilakukan oleh:
. Pengguna Barang melalui pémantauan dan penertiban; dan/atau
b. Pengelola Barang melalui pemantauan dan investigasi.

Pasal 89

(1) Pengguna Berang melakukan pemantauz.n dan penertiban terhadap
Penggunaan. Pemanfantam  Dasmeio .1, o peiiertball tern



Pasal 90

(1) Pengelola Barang melakukan pemantauan dan investigasi atas
pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan
Barang Milik Daerah, dalam rangka penertiban Penggunaan,
Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemantauan dan investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat ditindaklanjuti oleh Pengelola Barang dengan meminta aparat
pengawasan intern Pemerintah Daerah untuk melakukan audit atas
pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan
Barang Milik Daerah. :

(3) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada
Pengelola Barang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 91
Tata cara pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas Barang Milik
Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundag-
undangan.

BAB XIV
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAHOLEH BADAN LAYANAN UMUM
Pasal 92
(1) Barang Milik Daerah yang digunakan oleh Badan Layanan Umum
Daerah merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan untuk
menyelenggarakan kegiatan Badan Layanan Umum Daerah yang
bersangkutan.
(2) Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XV |
BARANG MILIK DAERAH BERUPA RUMAH NEGARA
Pasal 93

(1) Rumah Negara merupakan Barang Milik Daerah yang diperuntukkan
sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan serta
menunjang pelaksanaan tugas pejabat negara dan/atau pegawai
negeri.

(2) Pengelolaan Barang Milik Daerah berupa Rumah Negara sebagaimana
dimaksid pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Rumah
Negara.

(3) Tata cara Penggunaan, Pemindahtanganan, Penghapusan,
Penatausahaan, pengawasan dan pengendalian Barang Milik Daerah
berupa Rumah Negara dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB XVI
GANTI RUGI DAN SANKSI
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KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 95

(1) Pejabat atau pegawai yang melaksanakan pengelolaan Barang Milik
Daerah yang menghasilkan penerimaan Daerah dapat diberikan
insentif,

(2) Pejabat atau pegawai selaku pengurus Barang Milik Daerah dalam
melaksanakan tugas rutinnya dapat diberikan tunjangan yang
besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

(3) Pemberian insentif dan/atau tunjangan kepada pejabat atau pegawai
yang melaksanakan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96
(1) Bupati dapat mengenakan beban pengelolaan (capital charge) terhadap
Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai beban pengelolaan (capital charge)
terhadap Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur cengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 97
(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulaj berlaku:

a. Pemanfaatan Bareng Milik Daerah yang telah terjadi dan belum
mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang, Bupati dapat
menerbitkan persetujuan terhadap kelanjutan Pemanfaatan Barang
Milik Daerah dengan ketentuan Pengelola Barang menyampaikan
permohonan persetujuan untuk sisa waktu Pemanfaatan sesuai
dengan perjanjian kepada Bupati, dengan melampirkan:

1. usulan kontribusi dari Pemanfaatan Barang Milik Daerah; dan

2. laporan hasil audit aparat pengawasan intern Pemerintah
Daerah.

b. Tukar Menukar Barang Milik Daerah yang telah dilaksanakan
tanpa persetujuan pejabat berwenang dan barang pengganti telah
tersedia seluruhnya, dilanjutkan dengan serah terima Barang Milik
Daerah dengan aset pengganti antara Pengelola Barang dengan
mitra Tukar Menukar dengan ketentuan:

1. Pengelola Barang memastikan nilaj barang pengganti paling
rendah sama dengan nilai Barang Milik Daerah yang
dipertukarkan; dan

2. Pengelola Barang membuat pernyataan bertanggung jawab
penuh atas pelaksanaan Tukar Menukar tersebut.

(2) Bupati dapat menerbitkan persetujuan Penghapusan atas Barang
Milik Daerah yang telah diserahterimakan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b berdasarkan permohonan dari Pengelola Barang.

(3) Segala akibat hukum yang menyertai pelaksanaan Pemanfaatan
sebelum diberikannya persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) hurif a dan pelaksanaan Tukar Menukar sebagaimana dimaksud
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penetapan dari pejabat berwenang, dinyatakan tetap berlaku dan
proses penyelesaiannya dilaksanakan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan sebelum Peraturan Daerah ini
berlaku;

b. seluruh kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran,
pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, pengamanan dan
pemeliharaan, Penilaian, Penghapusan, Pemindahtanganan,
Penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian
Barang Milik Daerah yang belum mendapat persetujuan dan/atau
penetapan dari pejabat berwenang, proses penyelesaiannya
dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini;

c. mencabut ketentuan dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d Peraturan Daerah
Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa
Usaha.

Pasal 99
Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang telah
dilaksanakan oleh Badan Layanan Umum Daerah sebelum Peraturan
Daerah ini berlaku, dinyatakan berlaku dengan ketentuan wajib
disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun
terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 100
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan yang
merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten
Rembang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2007 Nomor 99,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 72), dinyatakan masih tetap berlaku

sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah
ini.

Pasal 101
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah
Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang
Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2007 Nomor
99, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 72), dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal 102
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Rembang. .
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Diundangkan di Rembang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

SUBAKTI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG PROVINSI JAWA
TENGAH:! / )



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR TAHUN

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN

Menimbang: a.

Mengingat : 1.

PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI REMBANG,

bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap
pelaksanaan parkir di tepi jalan umum, perly melakukan
penyesuaian tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan
umum yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Rembang Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan
Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010
tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairaana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten
Rembang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan
Parkir di Tepi Jalan Umum;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 19SO' tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah:;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1931
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
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10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5025);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Jndang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor S8, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3258);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang
Nomor 5 Tahun 1989 Penyidik Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat 1I
Rembang (lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Rembang Nomor : 8 Tahun 1989 Seri D Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor .13 Tahun
2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor
472),



14.

Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi
Pelayanan Parkir dj Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah
Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 16 Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 114);

Peraturan Daerah Nomor S Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun
2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 128),

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Menetapkan :

dan
BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 4
TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI
TEPI JALAN UMUM.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Rembang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan
Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten
Rembang Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Daerah Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan

Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten
Rembang Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Daerah Nomor 114), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi
sebagai berikut : :
Pasal 6

(1) Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan
frekuensi dan jenis kendaraan yany menggunakan
tempat parkir di tepi jalan umum. ’

(2) Frekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah 1 (satu) kali parkir paling lama 8 (delapan)
jam.

(3) Jenis kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) terdiri atas :
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2. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 8

(1) Dihapus.
(2) Struktur dan besarnya tarif adalah sebagai berikut :

a. kendaraan roda dua dan roda tiga sebesar Rp 1.000,00 (seribu
rupiah);
kendaraan roda empat sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);
kendaraan roda enam sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
kendaraan beroda lebih dari enam sebesar Rp 12.500,00 (dua
belas ribu lima ratus rupiah).

Q.00

3. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebégai berikut :

Pasal 18

(1) Pelaksana Peraturan daerah ini dilakukan oleh Dinas Perhubungan.
(2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini adalah Bupati atau
perangkat daerah yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Rembang,

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal

BUPATI REMBANG,

ABDUL HAFIDZ
Diundangkan di Rembang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

SUBAKTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN NOMOR



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DI KABUPATEN REMBANG

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 35 Undang-

Undang  Nomor 13 . Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Ibadah Haji transportasi jamaah haji
dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke
daerah asal menjadi tanggungjawab Pemerintah
Daerah;

. bahwa  berdasarkan pertimbangan  sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan

Daerah tentang Penyelenggaran Ibadah Haji Kabupaten
Rembang;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-daerah  Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-



S.

10.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang~undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indoneria Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008
tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5345);

Peraturan Presiden Nomor 5S4 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan
Keemapat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5655);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah
Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten RembangNomor 128):



Menetapkan

Pearatiira

MEMUTUSKAN;

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN

IBADAH HAJI DI KABUPATEN REMBANG.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

10.

11

TV A a

Daerah adalah Kabupaten Rembang,

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan  urusan pemerintahan  yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Rembang.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertanggung

jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang
tertentu di Daerah.

Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Rembang,

Jamaah haji adalah jamaah haji reguler Kabupaten
Rembang.

Transportasi adalah pengangkutan yang disediakan bagi
jamaah haji dari Daerah ke Embarkasi dan/atau dari
Debarkasi ke Daerah.

Embarkasi adalah tempat keberangkatan jamaah haji ke
Arab Saudi.

Debarkasi adalah tempat kedatangan jamaah haji dari Arab
Saudi.

Tim Pemandu Haji Daerah adalah petugas daerah yang
menyertai Jemaah Haji dalam kelompok terbang yang
bertugas membantu memberikan bimbingan ibadah dan
pelayanan umum.

. Tim Kesehatan Haji Daerah adalah petugas daerah yang

menyertai Jemaah Haji dalam kelompok terbang yang
bertugas memberikan pelayanan kesehatan bagi Jemaah
Hayji.
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2
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a. meningkatkan layanan kepada jamaah haji;
b. menciptakan ketertiban, keamanan, kelancaran dan kenyamanan dalam
penyelenggaraan ibadah haji di daerah;
c. (dihapus)
BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

a. layanan transportasi
b. pembebasan pemberian layanan kesehatan
C. penunjang penyelenggaraan badah haji

BAB [V
LAYANAN TRANSPORTASI
Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah menyediakan layanan transportaasi darat kepada
jamaah haji.

(2) Layanan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. pemberangkatan jamaah haji dan bagasi dari daerah ke embarkasi;
b. pemulangan jamaah haji dan bagasi dari debarkasi ke daerah.

(3) Layanan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dilaksanakan dengan mengacu pada jadwal pemberangkatan dan
pemulangan jamaah haji.

(4) Layanan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan
ayat (3) dilaksanakan dengan mempertimbangkan efisiensi, kualitas layanan,
kepastian layanan, keselamatan dan kearnanan.

(S) Pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji sebagaimana dimaksud pada
ayat(2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

(1) Layanan transportasi sebagaimana dinaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan
oleh perangkat daerah yang bertanggungjawab dibidang penyelenggaraan
ibadah haji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Biaya penyelenggaraan transportasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah.

BAB V
PEMBEBASAN PEMBERIAN LAYANAN KESEHATAN
Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah membebaskan biaya/retribusi layanan kesehatan bagi
jamaah haii di RSUD dr. R. Soetrasno Kahiinatarn Parmheme dam Draalsmoo oo



(3) Biaya layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BABVI
PENUNJANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI
Pasal 8
Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kegiatan penunjang penyelenggaraan
ibadah haji.
Pasal 9

(1) Bupati membentuk Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji.

(2) Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, unsur Kantor Kementerian Agama,
dan unsur terkait lainnya.

(3) Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2) bertugas untuk melakukan pelayanan pemberangkatan dan
pemulangan jamaah haji.

Pasal 10

Pembentukan, tugas dan tanggung jawab Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11
(1) Bupati dapat mengangkat petugas yang menyertai jamaah haji.

(2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
a. Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD)
b. Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD)

(3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas :
a. memberikan pelayanan secara umum pada jamaah haji;
b. memberikan bimbingan ibadah kepada jamaah haji;
c. memberikan pelayanan kesehatan kepada jamaah haji;

(4) Pengangkatan petugas yang menyertai jamaah haji sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Dacrah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten



BUPATI REMBANG,

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

SUBAKTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2017 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG PROVINSI

JAWA TENGAH (/).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR ..... TAHUN 2017
TENTANG
LAYANAN JAMAAH HAJI KABUPATEN REMBANG

I. UMUM

Haji merupakan salah satu rukun Islam yang pelaksanaannya membutuhkan
kemampuan fisik, non fisik dan finansial. Berbeda dengan ibadah lainnya,
ibadah haji dilaksanakan secara terpusat dan masal dalam rentang waktu
yang bersamaan serta melibatkan jumlah yang sangat besar dari umat Islam,
tidak saja dari Indonesia melainkan dari seluruh penjuru dunia. Dengan
karakter yang demikian maka pelaksanaan ibadah haji tidak lagi cukup
diserahkan kepada pribadi-pribadi umat Islam, melainkan membutuhkan
keterlibatan negara, baik Arab Saudi selaku tuan rumah maupun negara-
negara lain termasuk Indonesia sebagai pengirim jamaah haji.

Keterlibatan negara dalam pelayanan haji merupakan implementasi dari
perlindungan hak asasi manusia jamaah haji, ialah hak menjalankan ajaran
agamanya yang dijamin oleh Konstitusi, Bentuk perlindungan itu antara lain
melakukan pengaturan melalui produk perundang-undangan dan
memberikan fasilitas guna mempermudah pelaksanaannya. Semuanya
bertujuan agar para jamaah haji dapat melaksanakan ibadah haji secara
nyaman, khusyu’ dan hikmat sehingga memperoleh predikat haii mabrur.



antara pemerintah pusat yang notabene Kementerian Agama dan pemerintah

daerah melalui Gubernur dan /atau Bupati/Wali Kota.

Diantara kewenangan yang didistribusikan kepada Gubernur dan/atau
Bupati/Wali Kota adalah pembentukan Panitia Pemberangkatan Ibadah Haji
(PPIH), baik di daerah yang mempunyai embarkasi maupun daerah yang tidak

memiliki embarkasi. Kewenangan lain yang didistribusikan

transportasi dari daerah ke embarkasi pada saat keberangkatan jamaah haji
ke Arab Saudi dan transportasi dari debarkasi ke daerah pada saat
kepulangan jamaah haji dari Arab Saudi. Kecuali itu Undang-Undang

Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Peraturan Pemerintah

Pelaksanaannya juga secara implisit memberikan kewenangan
Gubernur dan/atau Bupati/Wali Kota untuk memberikan pelayan
yang dibutuhkan jamaah haji selama di daerah. Semua pelayanan

haji di daerah yang tidak diberikan oleh pemerintah pusat itu harus

dituangkan dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Cukup jelas.
Pasal 4

Cukup jelas.
Pasal 5

Cukup jelas.
Pasal 6

Cukup jelas.
Pasal 7

Cukup jelas.
Pasal 8

Cukup jelas.
Pasal 9

Cukup jelas.
Pasal 10

Cukup jelas.
Pasal 11

Cukup jelas.
Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR ...,



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR TAHUN

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

Menimbang: a.

Mengingat : 1.

NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUS]

TEMPAT KHUSUS PARKIR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

bahwa calam rangka peningkatan pelayanan terhadap
pelaksanaan parkir kendaraan di Tempat Khusus Parkir,
perlu melakukan penyesuaian tarif retribusi tempat khusus
parkir yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten

Rembang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Retribusi Tempat
Khusus Parkir;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiinana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang
Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Khusus
Parkir;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1850 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 17 Tahx’n:x_‘ 2003 tentang Keuangan

ANl mrvrmatem T mamm b o o WY e



10.

11,

12.

13.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5025);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lerabaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3258);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tirgkat II Rembang
Nomor 5 Tahun 1989 Penyidik Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II
Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Rembang Nomor : 8 Tahun 1989 Seri D Nomor 6};

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor
472);

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Retribusi



14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun
2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 128);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Menetapkan :

dan
BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
REMBANG NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI

TEMPAT KHUSUS PARKIR.
Pasal |

Beberapa ketentuan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010
tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah
Kabupaten Rembang Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 95), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi

sebagai berikut:
Pasal 3

(1) Obyek retribusi adalah peiayanan tempat khusus
parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola
oleh Pemerintah Daerah.

(2) Dihapus.

(3) . Tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(4) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat
parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola
oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi

sebagali berikut :
Pasal 6

(1) Tingkat pengguraan jasa dihitung berdasarkan
frekuensi dan jenis kendaraan yang menggunakan
tempat khusus parkir.

(2) Frekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
gdalah 1 (satu) kali parkir paling lama 8 (delapan)
jam.

(3) Jenis kendaraan sebagaimana dim-ksud pada ayat



3 Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dihapus dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 8
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1) dihapus.
(2) Struktur dan besaran tarif retribusi adalah sebagai berikut :
.a_ kendaraan roda dua dan roda tiga sebesar Rp 2 000,00 (dua ribu

rupiahj;
b. kendaraan roda empat sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);
c. kendaraan roda enam scbesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);
d kendaraan roda lebih dari enam sebesar Rp 6.000,00 (enam ribu

rupiah).
4 Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

(1) Pelaksana Peraturan daerah ini dilakukan oleh Dinas Perhubungan.
(2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini adalah Bupati atau
perangkat daerah yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal Il

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal

BUPATI REMBANG,

. ABDUL HAFIDZ
Diundangkan di Rembang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

SUBAKTI

1 EMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN NOMOR






